
 
 

A. Indikator Kinerja Kunci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABUPATEN SUKAMARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)

NO ASPEK FOKUS NO RUMUS / PERHITUNGAN
CAPAIAN 

KINERJA

1 2 3 4 6 8

1

1. Program Pendidikan Poltik Masyarakat

- Anggaran : 6.150.000

- Realisasi : 6.150.000

Sebutkan ada sebanyak 0 SOP terdiri dari:

1.

2 Apabila ada, sebutkan

1.

3 - Jabatan yang terisi sebanyak 15

- Jabatan yang ada sebanyak 17

5 Keberadaan jabatan 

fungsional dalam struktur 

organisasi Perangkat Daerah

Ada atau tidak ada jabatan 

fungsional dalam struktur 

organisasi Perangkat Daerah

Apabila ada:

Sebutkan nama jabatan fungsional
Tidak Ada

TIDAK ADA

PERDA Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Parpol

PENATAAN KELEMBAGAAN 

DAERAH

Pengisian Struktur Jabatan 

4 Rasio struktur jabatan dan 

eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang terisi 

dibagi jumlah jabatan yang 

ada (termasuk yang kosong) x 

100%

0,88%
Sumber Data: DUK Perangkat 

Daerah
15 / 17 x 100 %

KETAATAN TERHADAP 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Peraturan yang berkaitan 

dengan Penyelenggaraan 

Urusan

3 Keberadaan peraturan 

(Perda/Perkada) yang 

berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Urusan

Ada atau tidak ada

Ada

KEBIJAKAN TEKNIS 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN

Program yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan 

urusan (di luar program 

non teknis)

1 Jumlah Program Nasional 

yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah

Jumlah program yang 

berkaitan dengan 

penyelenggaraan urusan (di 

luar program non teknis)

Sebutkan program yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan urusan (di luar program non teknis) 

1 Program

Lihat di APBD Lampiran I.3 

(Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Program dan Kegiatan)

Kesesuaian dengan 

kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh pemerintah 

Cq. Kementerian / LPNK

2 Keberadaan Standard 

Operating Procedure (SOP)

Jumlah keberadaan SOP Apabila ada:

ada 1 SOP

SOP yang dimaksud adalah SOP 

teknis. SOP harus memenuhi 

Norma Standar Prosedur Kriteria 

(NSPK) yang ditetapkan oleh 

Menteri pembina teknis

SOP Penerbitan Berita Acara Administrasi 

Bantuan Keuangan PARPOL

LAMPIRAN III.2 

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ( 8 ASPEK ) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

IKK JENIS DATA KETERANGAN

TABEL 12

5 7 9



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ASPEK FOKUS NO RUMUS / PERHITUNGAN
CAPAIAN 

KINERJA

1 2 3 4 6 8

4 - PNS Perangkat Daerah sebanyak 23 orang

- Total PNS Kabupaten sebanyak 1.930 orang

-

- Pejabat yang ada sebanyak 15 orang

13 / 15 x 100%

- Pejabat yang telah memenuhi persyaratan 

kepangkatan sebanyak 15 orang

- Jabatan yang ada sebanyak 17 Jabatan

5 Kelengkapan dokumen 9

perencanaan 
Ada sebanyak 3 jenis yang terdiri dari:

1. RENSTRA 1. RENSTRA

2. RENJA   2. RENJA   

3. RKA 3. RKA

- 

12 / 12 X 100%

-
Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang 

diakomodir dalam RKA sebanyak 12 program

- Jumlah program RKA Perangkat Daerah 

sebanyak 12 program

- Jumlah program RKA Perangkat Daerah yang 

diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah 

sebanyak 12 program

- Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah 

sebanyak 12 program

Perencanaan pelaksanaan 

program dan anggaran

12 Jumlah program RKA 

Perangkat Daerah yang 

diakomodir dalam DPA 

Perangkat Daerah

Jumlah program RKA 

Perangkat Daerah yang 

diakomodir dalam DPA 

Perangkat Daerah dibagi 

jumlah program dalam DPA 

Perangkat Daerah x 100%

1,00 %

 121 / 12 x 100%

Jumlah program dalam RENJA Perangkat 

Daerah sebanyak 12 Program

Sinkronisasi program RKA 

Perangkat Daerah dengan 

program RENJA Perangkat 

Daerah

11 Jumlah program RENJA 

Perangkat Daerah yang 

diakomodir dalam RKA 

Perangkat Daerah

Jumlah program RENJA 

Perangkat Daerah yang 

diakomodir dalam RKA 

Perangkat Daerah dibagi 

jumlah program RKA 

Perangkat Daerah x 100%

1,00 %

12 / 12 X 100%

Sinkronisasi program 

RENJA Perangkat Daerah 

dengan Program RKPD

10 Jumlah program RKPD yang 

diakomodir dalam RENJA 

Perangkat Daerah

Jumlah program RKPD yang 

diakomodir dalam RENJA 

Perangkat Daerah dibagi 

jumlah program dalam RENJA 

x 100%

Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam 

RENJA Perangkat Daerah sebanyak 12 program

1,00%

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH

Keberadaan dokumen 

perencanaan pembangunan 

daerah di Perangkat Daerah

Ada atau tidak adanya 

dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah berikut 

jumlahnya

Ada atau tidak ada dokumen yang dimaksud. 

Apabila ada:

Ada sebanyak ... jenis yang terdiri dari:
Ada sebanyak 

3 Jenis 

Dokumen
pembangunan yang 

dimiliki Perangkat Daerah

8 Pejabat yang telah 

memenuhi persyaratan 

kepangkatan

Pejabat yang telah memenuhi 

persyaratan kepangkatan 

dibagi jumlah total pejabat 

Perangkat Daerah yang ada x 

100%

0,88%

15 / 17 x 100%

23 / 1.930 x 100%

7 Pejabat yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan

Pejabat yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan dibagi jumlah 

total pejabat pada Perangkat 

Daerah x 100%

Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim 

sebanyak 13 orang

0,87%

PENGELOLAAN 

KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM 

yang menyelenggarakan 

tugas Perangkat Daerah 

yang relevan dengan 

urusan terkait

6 Rasio PNS Jumlah PNS Perangkat 

Daerah terhadap total PNS 

Daerah

0,0016%

IKK JENIS DATA KETERANGAN

5 7 9



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ASPEK FOKUS NO RUMUS / PERHITUNGAN
CAPAIAN 

KINERJA

1 2 3 4 6 8

6 Alokasi Anggaran - Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar 

Rp.3.797.012.439,09 

- Total Belanja APBD sebesar Rp. 

747.683.961.610,89

- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 

3.636.395.391

- Realisasi belanja APBD sebesar Rp. 

656.561.697.599,04

Besaran Belanja Langsung 

dan Tidak Langsung

- Realisasi belanja langsung Perangkat Daerah 

sebesar Rp. 1.505.805.828

- Realisasi belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 

3.636.395.391

- Realisasi belanja tidak langsung Perangkat 

Daerah sebesar Rp. 2.130.589.563

- Realisasi belanja Perangkat Daerah sebesar 

Rp.3.636.395.391

1. Neraca

2. LRA

3. Calk

7 PENGELOLAAN BARANG 

MILIK DAERAH

Manajemen Asset 

Perangkat daerah

18 Ada atau tidak adanya 

inventarisasi barang / aset 

Perangkat Daerah

Ada                                                     

-

-

IKK JENIS DATA KETERANGAN

5 7 9

Realisasi unaudited

Rp. 3.636.395.391 / Rp. 656.561.697.599,04 x 100%

PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH

13 Anggaran Perangkat Daerah 

terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran Perangkat 

Daerah dibagi total APBD x 

100% 0,005 % Anggaran

Rp. 3.797.012.439,09/747.683.961.610,89 X 100%

Realisasi belanja 

Perangkat Daerah

14 Realisasi Belanja Perangkat 

Daerah terhadap total 

realisasi belanja APBD

Realisasi Belanja Perangkat 

Daerah dibagi total realisasi 

belanja APBD x 100% 0,006 %

Realisasi unaudited

1.505.805.828 / 3.636.395.391 X 100%

16 Realisasi belanja tidak 

langsung Perangkat Daerah 

terhadap total dari total 

realisasi belanja Perangkat 

Daerah

Realisasi belanja tidak 

langsung Perangkat Daerah 

dibagi total dari total realisasi 

belanja Perangkat Daerah x 

100%

0,59% Realisasi unaudited

2.130.589.563 / 3.636.395.391 x 100%

Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB)

Ada                                                                                      

sebanyak 3 

Jenis

15 Realisasi belanja langsung 

Perangkat Daerah terhadap 

total realisasi belanja 

Perangkat Daerah

Realisasi belanja langsung 

Perangkat Daerah dibagi total 

realisasi belanja Perangkat 

Daerah x 100%
0,41%

Laporan Keuangan 

Perangkat Daerah

17 Keberadaan Laporan 

Keuangan Perangkat Daerah 

(Neraca, LRA, CaLK)

Ada atau tidak adanya 

Laporan Keuangan Perangkat 

Daerah berikut komponen 

yang ada (Neraca, LRA, 

CaLK)

Apabila ada :                                                                                                    

Laporan Keuangan ada sebanyak3 jenis, sebagai 

Penggunaan Asset 

Perangkat Daerah

19 Jumlah yang tidak digunakan 

oleh Perangkat Daerah

Jumlah aset yang tidak 

digunakan Perangkat Daerah 

dibagi total aset yang dikuasai 

Perangkat Daerah x 100%

Aset yang tidak digunakan sebesar Rp. 0

Adanya inventarisasi 

barang/aset Perangkat 

Daerah

Apabila ada:

Sebutkan jenis dokumennya
Inventarisasi dilakukan minimal 1 

kali dalam 1 Tahun

............. %Aset yang dikuasai sebesar 

Rp.1.638.623.433,33



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukamara, 2 Maret 2020 

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

KabupatenSukamara 

 

 

 

SUTRISNO, S.Sos 
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NIP. 19690918 199012 1 003 

 

 

 

 

NO ASPEK FOKUS NO RUMUS / PERHITUNGAN
CAPAIAN 

KINERJA

1 2 3 4 6 8

8 20 Apabila ada, sebutkan

1. Papan Pengumuman 

1. Papan Pengumuman 

2. Pos Pengaduan

3. Leaflet

4. Mobil Keliling

5. Pengumuman di media 

massa

PEMBERIAN FASILITASI 

TERHADAP PARTISIPASI 

MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / 

prasarana partisipasi 

masyarakat

Jumlah fasilitas / prasarana 

informasi:

Jumlah fasilitas / prasarana 

informasi/partisipasi

Jumlah 

sebanyak 1 

Jenis

Responsivitas terhadap 

partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey 

Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya hasil 

survey kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik

Apabila ada:

Survey kepuasan tentang ... Tidak Ada 

Survey Kepuasan terhadap 

pelayanan Perangkat Daerah
TIDAK ADA

IKK JENIS DATA KETERANGAN

5 7 9



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukamara, 2 Maret 2020 

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

KabupatenSukamara 

 

 

 

SUTRISNO, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19690918 199012 1 003 

KABUPATEN SUKAMARA

NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN
CAPAIAN 

KINERJA
KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

9 Persentase jumlah pengadaan 

yangdilakukan dengan metode 

kompetitif

Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan 

metode kompetitif sebanyak ... paket

---------------------------------------------------- x 100%

Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa 

metode kompetitif sebanyak 4 paket

0%

Sumber Data: Bagian 

Perekonomian Pembangunan 

dan Pengadaan Barang/Jasa 

berkoordinasi dengan seluruh 

Perangkat Daerah

10 Rasio nilai belanja yang 

dilakukanmelalui pengadaan

Jumlah nilai belanja langsung yang melalui 

pengadaan sebesar Rp. 42.600.000

---------------------------------------------------- x 100%

Total belanja langsung (APBD) sebesar Rp. 

375.404.292.992,82

1,13%

Sumber Data: seluruh 

Perangkat Daerah

1 Kegiatan pembinaan politik didaerah
Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah 

sebanyak 1 kegiatan
 1 Kegiatan

Sumber Data: Badan 

Kesbangpol

2
Kegiatan pembinaan terhadapLSM, 

ORMAS  dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadapLSM, 

ORMAS  dan OKP sebanyak 0  kegiatan
0 Kegiatan

Sumber Data: Badan 

Kesbangpol

2 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

LAMPIRAN : III.3 

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN 

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

1
FUNGSI PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN

TABEL 14


